
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Laporan Keterangan

Pertanggun由awaban Walikota Semarang,　maka

dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menerbitkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka

membahas Laporan Keterangan Pertanggun由awaban

Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 202O;

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor 16　Tahun 1950　tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Pjawa Timur, I巧awa Tengah,

Pjawa Barat dan Daerah Istimewa I*ogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor　28　Tahun 1999　tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang

Keuangan Negara (LembaItm Negara Republik Indonesia

Tahun　2003　Nomor　47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) ;
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4. Undang-Undang Nomor l Tahun　2004　tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004　Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor　15　Tahun　2004　tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung]aWab Keuangan

Negara　(Lembaran Negara Repub賞ik Indonesia

Tahun　2004　Nomor　66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor　12　Tahun　2011　tentang

Pembentu kan Peratu ran Perundang- u ndangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2011

Nomor　82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 224, Tambahan Le血baran

Negara Republik Indonesia Nomor　5587) sebagaimana

telah diubah beber租pa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor　9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daera血(Lembarar], Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Thmbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8・ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976　tent弧g

Perluasan Kot細胞dya Daerah T血gkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor　25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079);

9. PeI.aturan Pe皿e正nta血Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentuk盆n Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri,

Jepara dan Kendal,　Se巾a Penataan Kecamatan

di Wilayah Kotamadya Daer租h Tingkat I工Semarang dalam

Wilaya血　Provinsi Daerah Tingka亡I Jawa Tengah

(Le皿baran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

No皿or 89);

10. Peraturan Peme正ntah Nomor与8 Tahu調2005 tentang

Penge宣olaan Keuanga轟　Daerah (Lembaran Ne呂ara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negar“a Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor　3　Tahun　2OO7　tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemehntah, LaporaLn Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Maayarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12　Tahun 2018　tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No皿or 6 197);

13. Peraturan Peme血tah Nomor 12 Tahun　2O19　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Neg紺a Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Peme五ntah Nomor 13　Tahun　2019　tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2O19　Nomor　52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

15.Peraturan Presiden Nomor　87　Tahun　2014　tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (I,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor l l Tahun 2006

tentang pengelolaan Keu嵐ngan Daerah (Le皿baran

D純rah Kota Semarang Ta血un 2006 Nomor l S巳ri E・

Tambahan Lemba地n Daerah Kot且Semarang Nomor l)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Semaran筈Nomor 5 Tah皿2O13 tentang Perubahan

Atas PeI‘aturan Daerah Ko屯臆　Semarang Nomor ll

Tahun　2006　tentang Pen富elola弧　Keuan掛れ　D純r且h

(Lembaran Daerah Kota Sem紬ang Tahun 2013 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83) ;

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010

tentan呂Renc甜息Pemb紬筈un甜I Jangk且Panj且ng Daer租h

(R軸PD) Kot租Sema劇I筈Tah皿2005-2025 (IJemb紺紬

Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 43);

18. Peratur甜I Daerah Kota Semarang Nomor 8 Thhun 2O19

tentang An呂garan Pendapatan dan Bela再a Daerah

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2O19 Nomor 8 );

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2020

tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel甜可a

Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2020 Nomor 4) ;
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20. Peratura皿Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun　2016-2021

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6)

sebagaimana te宣ah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor ll Tahun　2017　tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kot嵐　SemaraLng

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RI:UMD) Kota Semarang

Tahun　2016-2O21 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun　2017　Nomor ll, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Semarang No皿or 123);

21. Peraturan Mente正Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteh Dala血Negeri Nomor 21 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13　Tahun　2006　tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Behta Negara Republik

Indonesia Tahun 201 1 No血or 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Nege正Nomor 80 T包hun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor 2O36)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeh No皿or　80

Tahun　2015　ten亡ang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Behta Negara Republik Indo皿esia Tahun 2018

Nomor 157);

23. Peraturan Dewan PerwaIdlan Rakyat Daerah Kota

Semarang Nomor l Ta血un　2018　tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Semar"ang (Behta

Daerah Kota Semarang Tahun　2018　Nomor　71)

Sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Dew孔n

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Se皿arang Nomor l

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor l

Tahun　2018　tentang Tata l℃rtib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang (Behta Daerah Kota

Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Nomor O28/EX/ F-PDIP/ SMG/IⅡ/ 202 1 ,　tangga1

26 Maret 2021, Perihal Usulan Nama-Nama Anggota

Panitia Khusus;
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2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan

PeⅣaldlan Rakyat Daerah Kota Semarang

Nomor　51/FP.GERINDRA/DPRD/IH/2O21,　tangga1

26　Maret 2021, hal Usulan Nama A皿g筈ota Pansus

LK鼠J Walikota Semarang;

3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sqjahtera Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor

O40/E/33.74-FPKS/IH/2021, tangga1 26 Maret 2021,

Pe正hal Pengi正man Usulan Nama anggota Panitia

Khusus;

4. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan

Ralryat D aerah Kota S emarang Nomor

OO2/Sekr/FPD/DPRD/IⅡ/2021, tangga1 26　Maret

202 1 , Perihal Pengusula血Nama置nama Anggota Panitia

Khusus;

5. Surat Fraksi Partai Golkar　-　NasDem Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor

lOl/F. Golkar-NasDem/III/2021, tangga1 29　Maret

2021, Perihal Usulan Nama Anggota Panitia Khusus

LKFIJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2020;

6. Surat Fraksi Pa]巾証　Kebang貼tan Bangsa Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor

O22/F-PKB/DPRD/IⅡ/2021, tangga1 26　Maret 2021,

hal Usulan Nama Anggota Panitia Khusus;

7. Surat Fraksi PAN -　PSI Dewan Perwakilan Ra申γat

Daerah Kota Semarang Nomor O18/F-PAN-

PSI/DPRD/III/2021, tan蕊a1 26　Maret　2O21, hal

Pengiriman Nama Personil Pansus.

MEMUTUS KAN :

Me netapkan

KESATU

KEDUA

KETI GA

Membentuk Panitia Khusus Dewan PeIWakilan Ral呼at

Daerah Kota Semarang dalam rangka me皿bahas LaPOran

Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Se皿arang Akhir

Tahun Anggaran 202O.

Susunan　軸皿p血a皿　dan Keanggotaan Pan抽a Khusus

Sebagaimana dimaksud Dik亡um KESATU tercantum dalam

Lampiran Keputusan血i.

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

皿empunyai tugas membahas Laporan Keterangan

Pertan鍾叫ng]aWaban Walikota Semarang Akhir Tahun

Anggaran 2020.

5



KEEMPAT

KE LI MA

KE E NAM

Dalam melaksanakan tugasnya,　Panitia Khusus

Sebagalmana dimaksud Diktu皿KETIGA bertanggungjawab

dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Semua biaya yang也mbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belapja Daerah Kota Semarang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m aran g

Pada tangga1 29 Ma購t 2021

KETUA

でDEWAN PERWAKILAN RAKYAT

j?　　　　　　KOTA S

KADAR

SAしINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubemur Jawa Tengah;

2. Walikota Semarang;

3. Wakil Walikota Semarang;

4. Para Waldl Ketua DPRD Kota Semarang;

5. Para Anggota DPRD Kota Se皿arang;

6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

7. Sekreta正s DPRD Kota Semarang;

8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;

9. Inspektur Kota Semarang;

10. Para Kepala Badan Kota Semarang;

1 1. Para Kepala Dinas Kota Semarang;

1 2, Para Kepala Ba軸叩Setda Kota Semara皿g;

13. Para Ca調1at Kota Semarang,

MARANG ,

LUSMAN

D AE RAエソ
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IAMPIRAN

KEPUTU SAN D EWAN PERWAKI LAN

RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITRA KHUSUS DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG

JAWABAN WALIKOTA SEMARAN G

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN K田ANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DAIAM RANGKA MEMBAHAS IAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

NO �NAMA �KEDUDUKAN 

1. �H.RUKIYANTOAB,S.H,M.A �Ketua 

2. �DANURRISPRRANTO �WakilKetua 

3. �H.JOKOSANTOSO,S.E,M.M �Sekretaris 

4. �FAJARRINAWANS,S.H �Anggota 

与. �JOKOSUSIIJO �Anggota 

6. �H.MEIDIANAKUSWARA,A.Md �Anggota 

7. �V.DJOKORIYANTO,S.E �Anggota 

8. �RAHMULYOADIWIBOWO,S.H,M.H �Anggota 

9. �HERLAMBANGPRABOWOSA �Anggota 

10. �SUHARSONO,S.S,M.Si �Anggota 

11. �JAUHARAWALUDDIN �Anggota 

12. �H.SUGIHARTONO,S.Sos.I �Anggota 

13. �Dr.H.ANANGBUDIUTOMO,S.Pd,S.Mn.M.Pd �Anggota 

14. �GUMIIANGFEBRIYANSYAHW,S.T,M.M �Anggo也 

15. �Ir.WACHIDNURMIYANTO �A皿投;Ota 

.多

D他叶
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